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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS

MASYARAKAT DESAPAKUNCEN

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimb : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi
ang bangsa untuk itu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya
agar dapat hidup, Dberpartisipasi, memperoleh

perlindungan serta tumbuh dan berkembang dalam suatu
lingkungan yang layak anak;

b. bahwa untuk pengkondisian lingkungan yang layak anak
dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan
terbaik bagi anak maka perlu gerakan masyarakat
mewujudkannya;

c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan perlindungan anak
berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf bdiatas, maka perlu dibentuk Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf bdan huruf c diatas, perlu
menetapkan keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat.



Menging

at

1.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3835);

. Menyusunrencanakegiatan-kegiatanintervensi yang

sesuai dengan hasil analisis dan pertimbangan
ketersediaan dukungan daya, termasuk dana. buku
pegangan intervensi dapat dijadikan dasar untuk memilih
kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan analisis
situasi, kerawanan, permasalahan dan  potensi
atausumber yang tersebut;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun tahun
2014 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara
Republik Indinesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor



Menetapkan
KESATU

KEDUA

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004

tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahanPusat
danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun

2012 tentang Perlindungan Sosial bagi Perempuan dan
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

2012 Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun

2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Azazi
Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

MembentukTim
PerlindunganAnakTerpaduBerbasisMasyarakat(PATBM)

dengan susunan pengurus

sebagaimanatersebudalamlampirankeputusanini.

Tugassebagaimanadimaksud dictum KESATU adalah :

1. Membangunkekompakandanmenguatkankemampuan
Tim PATBM dalampengelolaan program
danfasilitasikegiatanintervansi;

2. Bersamadengankepaladesa/lurahdan/ataufasilitator
memperluassosialisasitentang PATBM

danmenggerakkanpartisipasiwargauntukikutmenjadir
elawandalamkegiatanini, sertamenggalangdukungan

(material maupun non material

termasuksumbanganpemikiran)

untukpelaksanaankegiatan-kegiatan PATBM;



KETIGA

10.

Menyepakatidanmelaksanakanpertemuanrutintim
PATBM sebagai media untukberdiskusi,
merumuskankegiatandan media
untukmemberikanpelayanan;
Menyusundanmemutahirkan data anak secara terpilah
di desa/kelurahan, mengidentifikasi dan memetakan
kerawanan maupun permasalahan anak, terutama
masalah kekerasan terhadap anak,
lembaga/organisasi sumber pelayanan anak dan
keluarga;

mengintegrasikan danmengkoordinasikan pendataan
berkenaan dengan anakdanperlindungananak;
Melakukananalisis data situasi anak untuk menilai
kebutuhan intervensi bagi masyarakat dan pemerintah
setempat, keluarga/orang tua, anak-anak;
Melaksanakanrencanakegiatandanmembuatnotulensi
/dokumentasisetiapkegiatan;

menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan
terhadap anak, mendampingi anak untuk
mendapatkan pelayanan yang
tepatdalampenanganankasus;

melaksanakan monitoring danevaluasi serta
menyusunrencanatindaklanjut;
menyusundanmenyampaikanlaporan kegiatan secara
berkala, laporan disampaikan kepada masyarakat
sebagai penerima manfaat layanan dan pemberi

dukungan sertakepadapihaklainnya.

FungsiPerlindunganAnakTerpaduBerbasisMasyarakat



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

Merupakaninisiatifmasyarakatsebagaiujungtombakuntukme
lakukanupaya-
upayapencegahandenganmembangunkesadaranmasyarakat
agar terjadiperubahanpemahaman, sikapdanprilaku yang
memberikanperlindungankepadaanak.

Dalam melaksanakan tugasdanfungsi sebagaimana diktum
KEDUA danKETIGA,

PerlindunganAnakTerpaduBerbasisMasyarakat.

Segalabiaya yang
timbulsebagaiakibatditetapkannyaKeputusaninidibebankan
kepada :

1. APBDesa

2. Sumber lain yang sahdantidakmengikat

Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan

ditetapkan di : Pakuncen
padatanggal: 20 Februari 2020

KEPALA DESAPAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
A/ RGN

1. Bupati WonosoboC.Q Dinas PPKBPPPA
2. Camat Selomerto

3. Pertinggal







